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Abstract. Various regulations that have been issued emphasize the independence of the Village and the 
independence of the Village in managing Village resources and sources of funds. The village as an autonomous 
region has exclusivity, among others, in terms of the authority to manage village finances independently, the 
authority to make village regulations, and the authority to make BUMDes. The objectives of this activity are: (a) 

To complete the capacity of BUMDes officers in managing financial transactions as the initial basis for preparing 
financial reports. (b) Improving the ability of BUMDes officers in completing and producing financial reports 
through the application of the accounting cycle. (c) Completing the ability of BUMDes officers in making 
financial reports as part of the BUMDes financial accountability report. Solutions and Outcomes: (1) Training on 
how to manage financial transactions such as journaling, making ledgers, trial balances. (2) Training on making 
financial reports through worksheets. (3) Financial reporting and accountability training. The output of the 
activities carried out was a change in attitude in terms of participants' understanding of BUMDes management 
and financial reporting after the delivery of materials and discussions during the training. 
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Pendahuluan 
 

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa 

merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat 

menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak 
disejahterakan, dengan membentuk suatu badan usaha 

yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan 

Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha 

milik desa[1], yang menyebutkan bahwa: “untuk 

meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha 

ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha 

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. 

Secara garis besar berbagai regulasi yang telah 

diterbikan menegaskan tentang kemandirian Desa dan 

independensi Desa dalam mengelola sumber daya dan 
sumber dana Desa. Desa sebagai wilayah otonom 

mempunyai eksklusifitas antara lain dalam hal 

kewenangan mengelola keuangan Desa secara mandiri, 

kewenangan membuat peraturan Desa, dan kewenangan 

membuat BUMDes[2].  

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh 

pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi 

tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. 

BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan atas kesepakatan 

antar masyarakat desa. BUMDes yang sukses antara lain  
ditopang oleh kecepatan transformasi dari BUMDes 

sebagai “proyek pemerintah” menjadi BUMDes milik 

desa baik milik pemerintah desa dan milik masyarakat. 

BUMDes milik desa itu artinya diterima dengan baik 

oleh masyarakat serta mempunyai daya lekat dengan 

sistem desa, tradisi berdesa dan modal sosial[3]. 

Bertempat di Desa Kuala Secapah, Kecamatan 

Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi 

Kalimantan Barat. Badan Usaha Milik Desa “Karya 

Harapan Bersama” yang selanjutnya disingkat menjadi 

KHB merupakan usaha desa yang lahir dari musyawarah 

atas bentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 
mewujudkan perekonomian masyarakat pedesaan yang 

mandiri berdasarkan penggalian potensi desa. 

Berdiri sejak Juni 2017, BUMDes Karya Harapan 

Bersama (KHB) sudah menghasilkan omzet diatas 100 

juta ditahun 2019. Sempat mengalami kegagalan pada 

awal-awal berdirinya menjadikan kepala desa dan 

pengurus BUMDes berfikir ulang dan mencoba kembali 

untuk menggali potensi desa dengan membuat unit usaha 

baru yang berbeda dari unit usaha sebelumnya. Sejak 

awal tahun 2019, didirikan unit usaha baru yang 

bergerak dibidang peternakan ayam potong. Dengan sisa 
penyertaan modal dari unit usaha lama digunakan untuk 

membangun kandang ayam dan pembelian bibit serta 

pakan ayam, BUMDes Karya Harapan Bersama (KHB) 

sudah menghasilkan omzet diatas 100 juta ditahun 2019, 

hanya saja laba yang dihasilkan dari omzet unit usaha ini 

belum maksimal. 

 

 

 

 

 

 

Adanya pengaruh harga bibit dan pakan ayam yang 

meningkat serta harga jual ayam yang turun dipasaran akibat 

pandemi Covid-19 merupakan salah satu kendala yang 
dihadapi BUMDes Karya Harapan Bersama (KHB) dalam 

melaksanakan unit usaha. Kurangnya pengetahuan spesifik 

dan strategi bisnis dalam melakukan usaha peternakan serta 

membuat nilai tambah produk ditambah dengan pemasaran 

produk yang masih manual menjadi beberapa faktor yang 

menyebabkan laba yang dihasilkan belum mencapai angka 

maksimal, padahal potensi perkiraan jumlah populasi jenis 

ayam potong/broiler yang tercatat dalam profil desa Kuala 

Secapah Tahun 2020 adalah 99.000 ekor.  

Akibat permasalahan tersebut perlu dipikirkan 

bagaimana cara meningkatkan usaha yang telah dirintis 

sebelumnya oleh BUMDes Karya Harapan Bersama (KHB). 
Salah satu upaya yang dilakukan untuk optimalisasi peran 

BUMDes dalam pengembangan ekonomi perdesaan di 

tengah pandemi Covid-19 diantaranya dengan mendorong 

BUMDes sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa; 

meningkatkan kerjasama BUMDes dengan berbagai pihak 

untuk pengembangan usaha, mulai dari perusahaan, 

BUMDes yang lain, maupun Perguruan Tinggi[4]. BUMDes 

mampu menstimulasi dan menggerakkan roda 

perekonomian dipedesaan serta dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa (PADes) 

dan secara sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
dan meminimalisir permasalahan ekonomi yang ada 

sehingga dapat menunjang kesejahteraan bagi masyarakat 

desa[5]. 

Artinya, meskipun ada peluang yang nyata untuk 

pemulihan ekonomi lokal melalui penguatan sektor 

peternakan yang dilakukan oleh BUMDes Karya Harapan 

Bersama (KHB), namun masih banyak hal yang perlu 

diselesaikan. Kebutuhan pelatihan, sosialisasi dan diskusi 

terkait pengetahuan pada pengembangan usaha, penguatan 

manajemen bisnis, dan digitalisasi dalam pemasaran untuk 

menjangkau pasar yang lebih luas perlu dilakukan agar 

BUMDes Karya Harapan Bersama (KHB) dapat 
berkembang dan dapat memanfaatkan potensi desa dengan 

meraih keuntungan maksimal untuk mewujudkan desa 

mandiri. 

Permasalahan yang ada di BUMDes antara lain[6]: 

1. Komunikasi sulit antara BUMDes, pemerintah desa, dan 

masyarakat desa. 

2. Ada ketidaksesuaian antara laporan dengan pelaksanaan 

akivitas.  

3. Pencairan dana yang tidak didukung bukti.  

4. Verifikasi laporan tidak dilakukan setiap bulan.  

5. Pemahaman yang minim dari pengurus BUMDes 
mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

(pertanggungjawaban keuangan) Badan Usaha Milik 

Desa, Pemanfaatan sistem informasi. 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan berberapa peneliti 

dan hasil pemeriksaan BPK (2018), terdapat masalah-

masalah BUMDes terkait dengan akuntabilitas dan 

transparansi pengelola BUMDes. Secara umum, hal ini juga 

merupakan masalah yang dihadapi BUMDes di Indonesia. 
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Masalah-masalah yang dihadapi BUMDes berdasarkan 

hasil penelitian terdahulu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana Utami dan 

Hapsari (2018), permasalahan yang ditemui di 

lapangan[7]: 
a. Komunikasi antara BUMDes, pemerintah desa, 

dan masyarakat desa 

b. Ada ketidaksesuaian antara laporan dengan 

pelaksanaan aktivitas 

c. Pencairan dana yang tidak didukung bukti 

d. Verifikasi laporan tidak dilakukan setiap bulan 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pramita (2018), 

permasalahan yang ditemui di lapangan[8]: 

a. Pemahaman yang minim dari pengurus BUMDes 

mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
(pertanggungjawaban keuangan) Badan Usaha 

Milik Desa 

b. Pemanfaatan Sistem Informasi 

c. Akuntabilitas dan Transparansi 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Hayati dkk 

(2020), penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Tegalwangi Kecamatan Talang Kabupaten Tegal 

pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wira 

Mandiri. Adapun permasalahan yang ditemui di 

lapangan[9]: 

a. Kondisi pandemi COVID-19 

b. Relokasi anggaran dan pelaporan keuangan 

c. Kesadaran warga  

d. Kesulitan mengembangkan potensi yang ada di 

Desa 

Selanjutnya permasalahan mitra berdasarkan hasil 

pemeriksaan BPK (sumber IHPS BPK, 2018) antara 

lain[10]: 

1. Sebanyak 2.188 BUMDes yang didirikan tidak 

beroperasi 

2. Sebanyak 1.670 BUM Des belum memberikan 

kontribusi bagi pendapatan desa. 

3. Sebanyak 1.034 BUMDes tidak menyampaikan 
laporan 

4. Sebanyak 871 BUMDes pembentukannya belum 

didukung dengan studi kelayakan 

5. Sebanyak 864 BUMDes belum tertib dalam 

penatausahaan dan pelaporan BUM Desa. 

6. Sebanyak 585 BUMDes belum didukung oleh 

pengelola yang kompeten. 

7. Sebanyak 547 BUMDes bidang usahanya belum sesuai 

dengan potensi unggulan desa. 

8. Pemda kurang memberikan pelatihan dan bimbingan 

teknis tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes 

9. Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan 
penggunaan Dana Desa dalam rangka pembentukan dan 

pengelolaan badan usaha milik desa. 

 

Tujuan dari kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Melengkapi kemampuan petugas BUMDes dalam 

mengelola transaksi keuangan sebagai dasar awal 

pembuatan laporan keuangan  

2. Menambah kemampuan petugas BUMDes dalam 

menyelesaikan dan menghasilkan laporan keuangan 

melalui penerapan siklus akuntansi  

3. Melengkapi kemampuan petugas BUMDes dalam 

membuat laporan keungan sebagai bagian dari laporan 
pertanggung jawaban keuangan BUMDes. 

 

Adapun manfaat dari kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Sebagai salah satu sumbangan bagi pengembangan 

teoritis terutama terhadap kajian yang berhubungan 

dengan masalah yang terdapat pada BUMDesa Karya 

Harapan Bersama (KHB)  

2. Dapat menambah wacana dan pengetahuan bagi 

BUMDesa Karya Harapan Bersama (KHB) khususnya 

maupun masyarakat pada umumnya tentang bagaima 

keefektifitasan pengelolaan BUMDesa secara optimal 
dan proposional sehingga mampu berkontribusi secara 

maksimal dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat 

Desa 

 
 

Kajian Pustaka 
 

Lokasi Kegiatan 
Lokasi mitra Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Karya 

Harapan Bersama” berada di Desa Kuala Secapah, 

Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, 

Provinsi Kalimantan Barat. Jarak lokasi kegiatan PKM dari 

Fakultas Teknik (FT) Universitas Tanjungpura ke desa Kuala 

Secapah dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) 
dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 56 menit dengan 

jarak sekitar 73,4 KM. Peta lokasi kegiatan PKM dapat 

dilihak pada Gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PKM 

 

Badan Usaha Milik Desa 
UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan, desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia[11].  

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi 

masalah perekonomian masyarakat dengan cara 

memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan 

mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang 

tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 Bab 8 pasal 76, yaitu 

tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, 

tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, 
pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air 

milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik 

desa. Sementara pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 disebutkan 

bahwa: Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan 

berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, 

kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, 

akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.  

Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat 

desa serta meningkatkan pendapatan desa. Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan 

dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan 

BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat 

kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan 

usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum untuk 

kesejahteraan bagi masyarakat desa.  

Peraturan yang mengatur secara rinci BUMDes terdapat 

dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 

tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, 

dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan 

tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal 
berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. 

Usaha yang dapat dijalankanpun harus berorientasi untuk 

meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan 

masyarakat desa.  

Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015 pasal 3, 

disebutkan juga bahwa pendirian BUMDes bertujuan[12]: 1. 

Meningkatkan perekonomian desa; 2. Mengoptimalkan aset 

desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 3. 

Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama 

usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5. 

Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhan layanan umum warga; 6. Membuka lapangan 

kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

desa dan pendapatan asli desa.  

Keberadaaan BUMDes di era otononi daerah pada 
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awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) UU 

Nomor 22 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa sumber 

pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli 

desa, yang meliputi[13]: 1) hasil usaha desa; 2) hasil 

kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil 
gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa 

yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan 

bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan 

pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian 

BUMDes.  

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan 

bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”[14].  

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian 

Dinamika Sistem Pembangunan[15] merinci kebutuhan 

dan potensi desa sebagai berikut: 1. Kebutuhan 

masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan 

pokok; 2. Tersedia sumberdaya desa yang belum 

dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan 

terdapat permintaan di pasar; 3. Tersedia sumberdaya 
manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai 

aset penggerak perekonomian masyarakat; 4. Adanya 

unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga 

masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang 

terakomodasi; Sebagai lembaga ekonomi yang 

beroperasi dipedesaan, perlu adanya pembeda antara 

BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya. Tujuannya, 

agar keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kesejahteraan desa seperti yang 

diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, untuk 

mencegah sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat 

merusak kearifan kehidupan bermasyarakat di pedesaan. 

 

Laporan Keuangan 
Pada dasarnya laporan keuangan disusun untuk 

memberikan informasi mengenai keadaan keuangan 

suatu perusahaan. Laporan keuangan disusun dan 

disajikan selama setahun untuk memenuhi kebutuhan 

pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan. Laporan 
keuangan dipergunakan oleh manajemen puncak untuk  

mengambil keputusan yang bermanfaat bagi 

perkembangan perusahaan sedangkan bagi investor 

laporan keuangan juga berguna dalam pengambilan 

keputusan, apakah ingin menanamkan saham atau tidak 

pada perusahaan tersebut. 

Pengertian laporan keuangan dalam Standar 

Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

adalah[16]: “Laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas”. 

Menurut Munawir[17] yang dimaksud laporan 

keuangan adalah  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  

dapat digunakan  sebagai  alat  berkomunikasi  antara  

data  keuangan  atau aktivitas  suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 
aktivitas suatu perusahaan. 

Selanjutnya menurut Munawir[17] pada umumnya 

laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan 
laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca 

menunjukan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban, 

dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. 

Sedangkan perhitungan laporan laba-rugi perusahaan 

memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan serta beban yang dikeluarkan oleh perusahaan 

pada periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas 

menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan 
yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.  

Sementara Kasmir[18] menyatakan bahwa secara umum 

laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 
keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun 

periode tertentu. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu 

memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan 

luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan 

apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya.  

Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan 

atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar 

mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini 

mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan 

atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau 
keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen[19]. 

 
Jurnal Umum  
Jurnal umum merupakan pencatatan awal yang dilakukan di 

dalam kegiatan bisnis atau usaha dalam menyimpan 

kegiatan transaksi yang terjadi di perusahaan. Pengertian 

jurnal atau catatan harian adalah formulir khusus yang 
dipakai untuk mencatat setiap transaksi, berdasarkan 

dokumen/bukti transaksi, secara kronologis sesuai akun-

akun yang terpengaruh dalam jumlah tertentu dengan cara 

didebet atau dikredit. 

Kartikahadi menjelaskan bahwa[20] menjurnal 

(journalizing) adalah tahap pertama dari suatu proses 

akuntansi, yaitu membukukan  ayat  jurnal  suatu  transaksi  

atau kejadian dalam  wadah  pembukuan yang paling  dasar,  

jurnal  atau  buku  harian. Jurnal memiliki beberapa fungsi  

diantaranya  fungsi historis, mencatat,   analisis,   instruktif,   

dan informatif. Pada lazimnya, bentuk jurnal lima kolom.   

Langkah-langkah menjurnal adalah mengidentifikasi setiap 

akun yang dipengaruhi, menentukan apakah setiap akun 
meningkat atau menurun, menentukan akun mana yang   

didebet dan dikredit, dan mencatat transaksi ke jurnal 

umum. 

 

Buku Besar  
Buku besar merupakan pencatatan dari semua total yang ada 

dalam akun bisnis akuntansi, contohnya total atau jumlah 

akun Kas yang sisa. Buku Besar adalah suatu catatan yang 
berisi kumpulan akunakun yang merupakan suatu kesatuan 

tersendiri dan saling berhubungan. Pencatatan transaksi 

dalam buku besar didasarkan pada jenis akun dan dicatat 

secara kronologis. Ini berlainan dengan pencatatan pada 

buku jurnal, dimana walaupun sudah dilakukan secara 

kronologis tapi akunnya masih terpisah-pisah. 

Pengertian buku besar[21], buku besar atau yang juga 

dikenal dengan General Ledger adalah salah satu bagian 

dari siklus akuntansi. Isi dari buku ini adalah kumpulan 

transaksi yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal 

khusus. Secara sederhana, buku ini menggolongkan dan 

mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar 

https://accounting.unl.edu/financial-basics/general-ledger-gl-accounts
https://penerbitbukudeepublish.com/jurusan/akuntansi/
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memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi 

akun-akun.  

 

Neraca Saldo  
Neraca Saldo merupakan penggabungan dari semua total 

akun-akun yang ada dalam transaksi akuntansi selama 1 

periode akuntansi. Sumber pencatatan neraca saldo 

adalah buku besar. Jika perusahaan menggunakan akun 

bentuk stafel (tiga atau empat kolom), penyusunan 

neraca saldo tinggal mencatat saldo terakhir masing- 

masing akun buku besar. 

Pengertian neraca saldo[22], dalam akuntansi, neraca 
saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan atau 

akuntansi yang mencantumkan saldo disetiap akun buku 

besar umum organisasi. Jumlah saldo debet terdaftar di 

kolom dengan judul “Saldo debet” dan jumlah saldo 

kredit terdaftar di kolom lain dengan judul “Saldo 

kredit.” Total masing-masing dari kedua kolom ini harus 

sama. Trial balance bukanlah laporan keuangan, tetapi  

merupakan laporan internal yang berguna dalam sistem 

akuntansi dan pembukuan manual. Jika saldo pada 

neraca tidak seimbang, itu menandakan adanya 

kesalahan antara jurnal dan neraca saldo. Seringkali 

penyebab perbedaannya adalah kesalahan perhitungan 
saldo akun, memposting jumlah debit sebagai kredit 

(atau sebaliknya), mentransposisi digit dalam jumlah saat 

memposting atau menyiapkan saldo percobaan, dll. 

 

Laporan Laba/Rugi  
Dalam sebuah bisnis usaha, laporan laba rugi merupakan 

salah satu laporan yang sangat diperhatikan atau disorot 

penting dalam penentuan jejak dan langkah suatu bisnis 

itu berjalan dengan baik atau lancar. Laporan laba rugi 

adalah laporan yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan 

keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam 

laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal, yakni 

akun pendapatan dan akun beban. 

Pengertian laporan laba/rugi[23], laporan laba rugi 
adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh 
bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah 
data-data pendapatan sekaligus beban yang 
ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini 
dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan 
perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, 
sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun 
atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan 
tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak 
atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan 
yang terkini. Sehingga laporan tersebut bisa dijadikan 
sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan 
selanjutnya. 
 

Laporan Perubahan Modal  
Laporan perubahan modal merupakan laporan untuk 

mengetahui sisa dari jumlah modal yang sudah di 

tanamkan oleh pemilik modal kepada perusahaan, dalam 

hal ini desa yang ada di atas BUMDes tersebut. Laporan 

perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan 

perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam suatu periode 
tertentu. 

Pengertian laporan perubahan modal[24] adalah salah 

satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh 

perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang 

bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang 

dianut dan laporan perubahan modal adalah catatan 
informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinerja perusahaan tersebut. Unsur yang berkaitan secara 

langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan 

dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah 

penghasilan dan beban.  

 

Laporan Neraca  
Laporan neraca merupakan laporan penentuan keuangan 

apakah keuangan itu seimbang dalam hal aktiva dan passiva 

di perusahaan, maka dari laporan neraca ini kita dapat 

mengetahui asset perusahaan, modal perusahaan, dan hutang 

perusahaan. Neraca adalah laporan keuangan yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu. Neraca menyajikan akun rill yaitu asset, 

kewajiban, dan modal. 

Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan neraca 

adalah[25], suatu laporan keuangan yang didalamnya terdapat 
beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-

hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. 

Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat dua 

macam. Yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk 

skontro (horizontal). Nilai modal tersebut merupakan neraca 

nilai yang didalamnya terdapat laporan perubahan modal. 

Laporan neraca nantinya akan memberikan informasi 

mengenai keseimbangan perusahaan yang didalamnya 

menyangkut pendapatan serta biaya laba rugi. Dan jika 

suatu perusahaan mengalami gagal atau break down, maka 

bisa dipastikan bahwa kegagalan tersebut merupakan 
kegagalan seluruh sistem manajemen tersebut, tidak hanya 

perseorangan.  

Selain itu, kegunaan lainnya dari laporan neraca adalah 

untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah 

perusahaan. Laporan keuangan tersebut bisa menunjukkan 

apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat 

atau tidak. 

 

Metode Pelaksanaan 
 

Dalam melaksanakan kegiatan program kemitraan 
masyarakat ini direncanakan dalam beberapa tahapan 

kegiatan dengan mensinergikan aktifitas pelaksana dan 

kelompok mitra. Tahapan kegiatan ini meliputi persiapan 

dan perencanaan, pelaksanaan, pamantauan dan evaluasi. 

Kegiatan ini dimulai dengan mendapatkan informasi 

awal tentang pengelolaan dan pelaporan dana pada kegiatan 

BUMDes, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang 

meliputi penyampaian materi pelatihan mengenai 

pembuatan laporan keuangan yang kemudian diakhiri 

dengan kegiatan akhir yaitu evaluasi program. Untuk lebih 

jelasnya, tahapan kegiatan PKM ini dapat dijelaskan melalui 

Gambar 2 di bawah ini. 
 

 

 

https://accurate.id/akuntansi/pengertian-laporan-keuangan-contoh-dan-fungsinya/
https://accurate.id/akuntansi/pengertian-laporan-keuangan-contoh-dan-fungsinya/
asus
Typewritten Text
281



ISSN: 2302-3333 
 

 

 
Gambar 2. Tahapan Kegiatan PKM 

 
 

Rencana Kegiatan 
Rencana metode pelaksanaan PKM ini mengacu pada 
masalah yang ingin diselesaikan, yaitu meningkatkan 

pengetahuan serta kemampuan pemahaman tentang 

pengelolaan akuntansi keuangan BUMDes yang baik, 

melalui berbagai pemberian pelatihan teknis. 

 

Khalayak Sasaran 
Petugas administrasi yang bekerja di BUMDes baik 

wanita dan pria atau semua anggota BUMDes yang 

merasa bertanggung jawab atas pelaporan keuangan. 

 

Metode Pendekatan 
Pada tahapan persiapan dan perencanaan dilakukan 

koordinasi dengan pihak Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas 

Tanjungpura Pontianak dengan lembaga atau pihak terkait 

(perangkat desa dan BUMDes), terutama untuk 
menentukan lokasi kegiatan dan jadwal pelaksanaan 

kegiatan. Di pihak tim pelaksana kegiatan, dalam tahap 

ini dilakukan persiapan bahan dan materi pelatihan yang 

diperlukan, pendistribusian tugas ke masing-masing 

anggota tim dan persiapan kelapangan serta pembuatan 

kisi-kisi evaluasi yang akan dipergunakan pada saat 

pemantauan kegiatan. 

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 

tiga aktifitas, yaitu: 

1. Persiapan bahan penyuluhan 

a. Persipan bahan ajar konsep pengelolaan keuangan 
kegiatan BUMDes 

b. Persiapan media pengajaran terkait prinsip-prinsip 

pengelolaan laporan keuangan 

c. Persiapan bahan pelatihan berupa ATK bagi peserta 

yang akan mengikuti pelatihan pengelolaan laporan 

keuangan 

2. Penyuluhan 

Memberikan penyuluhan tentang transaksi keuangan 

melalui buku jurnal, buku besar dan neraca saldo. 

Selain itu bagaimana pembuatan neraca jalur melalui 

neraca jalur beserta adjusment. Kemudian juga akan 

diberikan pemahaman tentang pelaporan keuangan 
yang terdiri dari pelaporan rugi laba, laporan posisi 

keuangan, laporan arus kas, dan laporan 

pengungkapan. 

3. Penlatihan 

Mengacu pada identifikasi permasalahan tersebut, 

maka solusi yang akan diberikan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada adalah: 

a. Menjelaskan konsep pengelolaan keuangan 

BUMDes 

b. Menguraikan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan. 
c. Menganalisis RKAS 

d. Menganalisis kegiatan pengelolaan dana BUMDes 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan. 

e. Mendeskripsikan pelaporan keuangan sesuai 

regulasi yang berlaku. 

 

Luaran Dan Target 
Melalui penyampaian materi agar efektifitas komunikasi 

pemberi materi dengan penanggungjawab BUMDes 

diharapkan peserta akan memahami efektifitas pelaporan 
pertangjawaban keuangan BUMDes.  

Adapun luaran dan target yang diharapkan dari 

pelaksanaan PKM ini, dengan pemahaman tersebut 

diharapkan peserta dapat lebih memahami sehingga mampu 

membuat laporan keuangan yang berkualitas sehingga 

ekosistem siklus akuntansi dan laporan pertanggungjawaban 

sebagai satu kesatuan sistem dapat terlaksana dengan baik 

dan lancar. Adapun target capaian luaran, disajikan pada 

tabel 1 di bawah ini: 

 

Tabel 1. Capaian Luaran Wajib 

 

 

Pembahasan 
Pada tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga 

aktifitas, yaitu: 

1. Persiapan bahan penyuluhan 

Persiapan bahan penyuluhan terdiri dari persiapan 

bahan ajar, persiapan media pengajaran dan 

persiapan bahan pelatihan berupa ATK bagi 
peserta. Terdapat 3 bahan ajar yang disiapkan 

dalam bentuk PPT (PowerPoint) yaitu Akuntansi 

Dasar, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

alur regulasi, dan PP No. 11 Tahun 2021 Tentang 

BUM Desa. Serta 2 bahan ajar lain yang 
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diperuntukkan untuk pelatihan yaitu soal 

pembukuan dan laporan BUMDes dalam bentuk 

word dan form kosong laporan keuangan dalam 

bentuk excel. Media pengajaran yang dirancang 

adalah menggunakan infokus dengan maksud 
proses interaksi dan komunikasi pemateri dan 

peserta dapat berlangsung secara tepat guna dan 

berdaya guna. Peserta yang mengikuti pelatihan 

juga mendapatkan ATK guna memfasilitasi peserta 

selama pelatihan, berupa printout bahan ajar, 1 

buah block note paperline A5, 1 buah pulpen, 1 

buah masker dan 1 buah nametag, yang semuanya 

dimasukkan kedalam 1 buah paperbag kecil.  

2. Penyuluhan 

Kegiatan penyuluhan dilakukan secara tatap muka 

dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 

bertempat di ruang serbaguna Desa Kuala Secapah 
pada hari Jumat, 27 Agustus 2021. Sesi pertama 

yaitu mengenai Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dalam alur regulasi, yang disampaikan 

oleh Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) 

Kecamatan Mempawah Hilir Sa’diah, S.Pd.I. 

membahas tentang penguatan BUM Desa sebagai 

badan hukum dalam PP No. 11 Tahun 2021 serta 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 
No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan 

dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau 

Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik 

Desa Bersama. Sesi kedua yaitu mengenai 

akuntansi dasar yang disampaikan oleh 

Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) 

Kecamatan Mempawah Hilir Tritis Lugiyarti, S.T. 

membahas tentang pengenalan administrasi dan 

laporan keuangan pendekatan double entry book 

keeping yang terdiri dari definisi akuntansi, siklus 

akuntansi, basis akuntansi, persamaan dasar 
akuntansi, akun/perkiraan, jurnal, contoh bentuk 

jurnal dan transaksinya, buku besar, neraca saldo, 

neraca lajur, dan jurnal penyesuaian. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                      Gambar 3. Penyampaian Sesi 1                                            Gambar 4. Penyampaian Sesi 2 

 
3. Pelatihan 

Kegiatan pelatihan difungsikan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan 
yang telah didapat peserta melalui kegiatan 

penyuluhan. Kegiatan pelatihan yang digagas 

adalah dengan memberikan soal terkait pembukuan 

dan laporan BUMDes, yaitu: 

1. Membuat pembukuan manual BUMDes meliputi 

buku kas, buku bank, buku inventaris, buku 

piutang, buku hutang, buku penjualan dan stock. 

 

 

2. Membuat jurnal transaksi dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel 
3. Membuat laporan neraca dan laba rugi  

 

Soal yang diberikan disertai dengan keterangan 

rincian transaksi pada beberapa bulan tertentu. Soal 

dikerjakan secara bersama-sama dengan sistem 

diskusi dan arahan dari pemateri Tritis Lugiyarti, 

S.T. 
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Gambar 4. Sesi Pelatihan 

 

Kesimpulan 
1. Solusi atas permasalahan yang dialami BUMDes, 

khususnya di Desa Kuala Secapah Kecamatan 

Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Propinsi 

Kalimantan Barat adalah seperti tercantum pada tabel 

2 di bawah ini: 

Tabel 2. Solusi dan Target Luaran  

No Solusi 

Target Luaran 

Sebelum 
Program 

Sesudah 
Program 

1 Pelatihan cara 
pengelolaan  

transaksi keuangan 
seperti  
penjurnalan, 
pembuatan buku  
besar, neraca saldo 

Tingkat 
pemahaman  

dibawah 
50% 
 

Tingkat  
pemahaman  

minimal 
90% 
 

2 Pelatihan 
pembuatan laporan  
keuangan melalui 

neraca lajur 

Tingkat 
pemahaman  
dibawah 

50% 

Tingkat  
pemahaman  
minimal 

90% 

3 Pelatihan 
Pelaporan 
Keuangan  
dan pertanggung 
jawaban 

Tingkat 
pemahaman  
dibawah 
50% 

Tingkat  
pemahaman  
minimal 
90% 

 
2. Terdapat perubahan sikap dari segi pemahaman 

peserta terhadap pengelolaan BUMDes dan 

pelaporan keuangan setelah pemaparan materi dan 

diskusi selama pelatihan. 
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